
BUPATI PASER 

PROVINS! KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASER 

NOMOR 17 TAHUN 2022 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 20 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN PASER TAHUN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASER, 

Menirnbang a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, perlu dilakukan 

penyesuaian dengan perkembangan keadaan dan 

kebutuhan pembangunan di Daerah; 

b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan 

ketentuan Pasal 355 Ayat (1 )  Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan 



Mengingat 
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Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Paser 

Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2022; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 (Sebagai Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 

Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II 

Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 

Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 2 1 ,  Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomorn 4817); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 2 1 ,  Tambahan lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomorn 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
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Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 

Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 

Tahun 2019-2023; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Tahun 2005 - 2025; 

17.  Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 20 TAHUN 2021 

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN PASER TAHUN 2022 . 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 20 

Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Paser Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 

Paser Tahun 2021 Nomor 20) diubah sebagai berikut : 

1 .  Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 2 (dua) Pasal 

yakni Pasal 2A dan 2B, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pendahuluan; 

Evaluasi Hasil Triwulan II (Dua) Tahun 

2022; 

BAB II 

Pasal 2A 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Paser Tahun 2022, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 terdiri dari: 

BAB I 

BAB III 

BAB IV 

B AB V  

BAB VI 

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan 

Daerah; 

Sasaran dan Prioritas Pembangunan 

Daerah; 

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; 

Penutup. 

Pasal 2B 

Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Paser. 

Ditetapkan di Tana Paser 

pada tanggal 4 Agustus 2022 

BUPATI PASER, 

ttd 

FAHMI FADLI. 

Diundangkan di Tana Paser 

pada tanggal 4 Agustus 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, 

ttd 

KATSUL WIJAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2022 NOMOR 17 

ANDI AZIS 

NIP 19680816 199803 1 007 

Salinan sesuai dengan aslinya 
-r 

Kepala Ba m Setda Kab. Paser 
'I 


